BAB I
PENDAHULUAN

Hutan sebagai kanmia dan amanah Tubap Yang Maha Esa yang
dianugerahkan kepsda Bangse Indonesia. Merupakaa kekayasn yang dikuasai
oleh Negara. Membxmkan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karemanya
wajib disyukuri, diurus dun dimonfaatlen secara opdimal serw  dijaga
belesmnannya untuk scbesar-besar kemakmuran rakyat Bag: generasi sekarang
maupun generasi mendatang’.

Human sebaga) salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber
kemalepuran rakymd cenderang  aiemuut  kondisinya, oleb karena itu
keberadaannya barus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara
lestn dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif bijaksana, terbuka, professional
sert lxmtangung jawab’.

Dalam kedudukaunya sebagai salah satu penentu sistem penyangga
kebidupan, hutan telah memberi manfaat yang besar bagi umal manusia, karena
itu hutan baius dijage kelestaniannya. Hutan mempunyai eeranan dalam
memberikan keserasian dan keseimbangan lingkbagan pglobal, sehingga
keterkaitannya dengan dunia internasionsl menjadi sangat peating, dengan tetap
menjaga kepentingan nasional.

Masrakpya Tindak Pidana Kehutanan (Pevambahan, pendudukan kawasan,

kebakaran hutan dan penebangan liar atau lflegal Logging) didalam kawasas

; UU RS No. 41 Tabuo 1999, Halaman pembukoan.
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butan pada akhir-akhir ini di (ndonesia khusunya Piowvinsi Sumatera Utara sangat
mengkbawarkan eksistensi hutan itu seadin. Namun penanggulangannya masih
diresalem sangal tevkeodala.

Dalam rangks upays penangganan Tmdak Pidana Kehutanan (Perambahar,
pendudukan kawasan, kebakarap hutan dan penebangan liar atau Dlegal Logging)
di Provinsi Sumatera Utara perlu adanya dikumgan daii berbaga pihak yang
tevkait. Disamping itu perlu dilaksenakan pengelolaan hutan yang baik terraasuk
melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan dari segala beatuk
gangguan.

Kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara seluas 3.712.120 Ha (51.33%)
dari luas daratan)’, naroun keny=mannya dilapangan keadzannya sebagian telah
meugalami kerusakan sebagai akibat perambahan, penebangen liar (lllegal
Logging) dan Kebakaran hutan.

Maraknya Tindak Pidana Kehutanan akibat perambahan, penebangan liar
(Dlegal Logging) dzn Kedalmran hutan di Provinsi Sumatera Utara sangat
mexerlukan perhatian yang lebih dan diperlulen pelaksanazn pengamanan hutan
yaag senius yang dapat menyelesaikap atau menghentikan kegiatan tersebut secara
tuntas.

Dalam bebcvapa tahun belakangan ini ada beberapa kasus tindak pidana
kehutanan di Provinsi Sumatera Utara yang telah ditangani baik oleh Pihak Polii
maupup Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yaitu antaia lain :

- Tabun 2005 di Kabupaten Asahap ; Perambahan/penebangan tanpa izin

didalam kawasan hutan Nantalu Register 5/A sebanyak 2 (dua) kasus, masing-
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